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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan

yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai

tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses

pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah

ditetapkan, terbentuknya program pelaksanaan dana telah dialokasikan

untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat empat aspek penting dalam

implementasi kebijakan, yaitu: siapa yang dilibatkan dalam implementasi,

hakekat  proses  administrasi,  kepatuhan  atas  suatu  kebijakan,  efek atau

dampak implementasi.1

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas, merupakan alat

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan tehnik

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak

atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan

fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses,

keluaran (output) maupun sebagai hasil. Selain itu, proses implementasi

juga dapat dipahami sebagai

“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed

1James E. Anderson, Public Making (New York. NJ: Holt Reinhartnwinston, 1979), 80.
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at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”

(tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-

pejabat serta kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusa

kebijaksanaan).

Implementasi kebijakan (Policy implementation) merupakan aspek

penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukan sekedar

bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik

kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan

termasuk masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari

suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan

mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-

kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana   bagus yang tersimpan

rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.2

Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu

hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan negara

diwujudkan sebagai suatu hasil. Namun dalamkhasanah pengetahuan yang

kini dikenal dengan sebutan ilmu kebijakan publik, harus diakui bahwa

hanya pada dasawarsa terakhir ini saja para ilmuan sosial, khususnya para

ahli ilmu politik mulai meletakkan perhatian besar terhadap masalah proses

pelaksanaan kebijakan atau menerimanya sebagai bagian integral dari studi

2Abdul Wahab, Evaluasi Kebijakan Publik, (Malang: FIA UNIBRAW, 1997), 35.
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proses perumusan kebijakan.3

Proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian

yang seksama. Oleh karena itu, kurang tepat jika menganggap bahwa proses

pelaksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung secara mulus

tanpa hambatan. Harus dipahami bahwa proses kebijakan merupakan proses

dinamis, banyak faktor yang mempengaruhinya. Kebijakan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga

legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak.

Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara singkat to implement (untuk

pelaksanaan), berarti to provide the means for carrying out (menyediakan

sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practical effect to

(menimbulkan dampak terhadap sesuatu). Jika pandangan ini diikuti, maka

pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan

keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang - undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau

dekrit presiden.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi

kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan

administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan

menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan  menyangkut

jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau

tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat,

3Ibid, 36.
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dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang

diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan

(supillover/negativeffects).

Agar kebijakan yang ditetapkan lebih efektif, maka diperlukan adanya

sifat implementasi kebijakan. Sifat kebijakan tersebut dibagi dalam dua

bentuk, yaitu:

1. Bersifat Self Executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya

dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan

terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu

negara terhadap kedaulatan negaralain.

2. Bersifat Non Self-Executing, bahwa suatu kebijakan publik perlu

diwujudkan dan dilaksanakan oleh pelbagai pihak supaya tujuan

pembuatan kebijakan tercapai.4

Kemudian Grindle menjelaskan indikator keberhasilan dalam

implementasi adalah dengan melihat konsistensi dari pelaksana program dan

tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Grindle menyatakanbahwa

implementasi kebijakan sebagai keputusan politik dari para pembuat

kebijakan yang tidak lepas dari pengaruh lingkungan.

Grindle mengungkapkan pada dasarnya implementasi kebijakan

ditentukan oleh dua variabel, yaitu: variabel konten dan variabel konteks.

Artian variabel konten adalah apa yang ada dalam isi suatu kebijakan yang

4 Ibid, 40.
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berpengaruh terhadap implementasi. Sedangkan artian variabel konteks

adalah meliputi lingkungan dari kebijakan politik dan administrasi dengan

kebijakan politik tersebut.

Keberhasilan terhadap implementasi dari sebuah kebijakan, menurut

Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni variabel isi

kebijakan dan variabel lingkungan implementasi.Variabel isi kebijakan

mencakup, yakni:Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran (target group)

termuat dalam isikebijakan. Jenis manfaat yang diterima oleh

targetgroup.Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari

sebuahkebijakan.Apakah letak sebuah program sudahtepat.Apakah sebuah

kebijakan telah menyebutkan implementatornya denganrinci.Apakah sebuah

program didukung oleh sumber daya yangmemadai.

Sedangkan, variabel lingkungan kebijakan mencakup, yakni:Seberapa

besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor

yang terlibat dalam implementasikebijakan.Karakteristik institusi dan rezim

yang sedangberkuasa.Tingkat kepatuhan dan responsivitas

kelompoksasaran.

Kemudian kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang yang

berbeda akan sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut

kepentingan sedikit. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan

berbagai pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran, dsb)
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dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas

implementasi kebijakan.

Jika sebelumnya dijelaskan implementasi kebijakan publik  menurut

pakar Jones dan Grindle, sekarang penulis membahas implementasi

kebijakan menurut pandangan Edward III (1980). Pendekatan yang

digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi

energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana

implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan

tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut

George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu

Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap

(dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi.5

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena

antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita

adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan.

Penyederhanaan pengertian dengan cara diturunkan melalui eksplanasi

implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah

suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub

5George III Edward :Implemeting Public Policy, 1980.
Dikutip dari:http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-
george-edward-iii/(Sabtu. 28 Januari 2017, 21.55).
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kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui

pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George

C. Edwards III sebagai berikut :6

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan

tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang

bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan

ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu

dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi

atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu di

komunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat

ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi

merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang

bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar

luaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga

akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi

berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah

keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua

personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi

6 Ibid
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maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan

telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka

tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Para

implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka

lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil

yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor

secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten

implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi

dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan

program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya.

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para

pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber

terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang

menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana

yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang

dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan

sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadahi

(jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya

program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan

pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan
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terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan

skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk

itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat

meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana

program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi

merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan

program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak

mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan

kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai

bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi

pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan

informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan

pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa

tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana di

lapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana

melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti

pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di

tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi

kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap

peraturan pemerintah yang ada. Sumber daya lain yang juga penting

adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program

dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan,
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baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan

supervisor.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan

kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta

dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat

berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi

kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan

bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan

dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan

pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami

banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap

kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk

merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas

dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud

dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam

melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan

yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan

menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para

pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran

program.
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Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan

program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud

dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi

prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang

mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama,

suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.

Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan

insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan

bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat

dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah

karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi

berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai

hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka

miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter

menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap

suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:7

1.  Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;

7 Meter,  Donald  Van,  dan  Carl  Van  Horn, The  Policy Implementation  Process: A
Conceptual Framework dalam Administration and Society (London: Sage, 1975). 6.
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2.  Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan

sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;

3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan

di antara anggota legislatif dan eksekutif).

4. Vitalitas suatu organisasi;

5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja

komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta

tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam

komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan

pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan

dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan ,

implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada

menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan

kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama

banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi

hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22

mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi

sistem dalam birokrasi.8

2. Perspektif Teoritik

Kerangka kerja teoritik berangkat dari kebijakan itu sendiri dimana

tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan. Di sini proses implementasi bermula.

Proses implementasi akan berbeda tergantung pada sifat kebijakan yang

dilaksanakan. Keberagaman keputusan akan menunjukkan karakteristik,

struktur dan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

kebijakan sehingga proses implementasi akan mengalami perbedaan.

Kebijakan dapat digolongkan menurut dua karakteristik yang berbeda,

yakni: jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus

menyangkut tujuan antara pemeran sserta dalam proses implementasi

berlangsung. Terdapat dua unsur perubahan yang merupakan karakteristik,

yaitu:

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan

menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Perubahan-

perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan

tanggapanpositif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional).

Seperti telah dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental

yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental

8George III Edward : Implemeting Public Policy, 1980. Dikutip dari:
http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-
iii/(Sabtu. 28 Januari 2017, 21.55).
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pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak

kepada perbaikan terhadap ketidaksempurnaan sosial yang nyata

sekarang inidaripada mempromosikan tujuan sosial di masa depan.

Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada

keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar

dan mendasar. Akibatnya, peluang terjadinya konflik maupun

ketidak sepakatan antar pelaku pembuat kebijakan akan sangat

besar.

2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan

organisasi yang diperlukan. Implementasi yang efektif akan sangat

mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan

melakukan reorganisasi secara drastis. Kegagalan program-

program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan

yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur

administratif yangada.

a. Implementasi yangSukses

Implementasi yang sukses membutuhkan suatu sistem kerja

yang baik. Sistem implementasi yang sukses melibatkan 4

(empat) tipe kontrol, yaitu:

a) Koordinasi melampaui waktu, artinya mekanisme dilakukan

tidak hanya terikat pada jam kerja melainkan koordinasi

secara optimal danformal.
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b) Koordinasi pada waktu-waktu tertentu, artinya kontrol perlu

terjadwal dan diketahui kedua belah pihak

secaraterkoordinasi.

c) Logistik mendetail dan penjadwalan, artinya unsur

pendukung proses kontrol harus tersedia secara memadai dan

tepatguna.

d) Pertambahan dalam batas-batas struktural, artinya

kewenangan tugas dan tanggung jawab pada setiap unsur

organisasi harus jelas sehingga mekanisme kontrol

mudahditerapkan.9

Agar tercapai suksesnya implementasi kebijakan, diperlukan suatu

pendekatan sistem yang menekankan pada pencapaian tingkat- tingkat

kerjasama yang baik, fokus pada pentingnnya kerja tim serta kejelasan

tujuan, struktur, dukungan secara teoretis pelaksanaannya.

b. Implementasi yang Efektif

Implementasi efektif memerlukan enam kondisi, yaitu:

1. Tujuan-tujuan jelas dan konsisten, sehingga tujuan dapat

menyajikan standar evaluasi dan sumber-sumber yanglegal.

2. Teori hubungan sebab akibat yang memadai, sehingga dapat

9Wyne Parsons, Poublic Policy: An Introuction to the Theory and Practice of Pilicy
Analysis (Landon: Queen Mary Westfield Collage University, 1997), 112.
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memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki suatu teori

akurat tentang bagaimana membawakan suatuperubahan.

3.  Struktur Implementasi yang disusun secara legal sehingga

dapat mempertinggi pemenuhan dari mereka yang bertugas

dalam mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan

kelompok-kelompok yang merupakan targetkebijakan.

4. Para pelaku implementasi yang sangat ahli

mengaplikasikannya sendiri untuk menggunakan

kekuasaanya agar tujuan-tujuan kebijakan

dapatterealisasikan.

5. Dukungan kelompok yang berkepentingan dan pihak yang

berkuasa di legislatif daneksekutif.

6. Perubahan dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak

mengurangi dukungan pihak yang berkuasa atau tidak

mengurangi dukungan kelompok dan pihak yang berkuasa

atau tidak berdampak pada mekanisme hubungan yang

mendukung implementasi kebijakan.10

3. Faktor Pendukung ImplementasiKebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian

yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai

aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang berkerja bersama-

sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau

10Ibid, 114.
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tujuan yangdiinginkan.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan

kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi

Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun, yaitu :11

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi

pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala

yang serius. Hambatan- hambatan tersebut mungkin

sifatnya fisik, politis dansebagainya.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-

sumber yang cukupmemadai.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-

benartersedia.

4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh

suatu hubungan kausalitas yanghandal.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata

rantai penghubungnnya.

6. Hubungan saling ketergantungankecil.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadaptujuan.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan

yangtepat.

9. Komunikasi dan koordinasi yangsempurna.

11Abdul WahabEvaluasi Kebijakan Publik, (Malang: FIA UNIBRAW, 1997), 55.
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10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat

menuntut dan mendapatkan kepatuhan yangsempurna.12

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan

dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus

dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu

kebijakan publik dikarenakan:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-

keputusan badan-badanpemerintah;

2. Adanya kesadaran untuk menerimakebijakan;

3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah,

konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang

berwenang melalui prosedur yangditetapkan;

4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena

kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentinganpribadi;

5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak

melaksanakan suatukebijakan.13

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukug implementasi

kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota

masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah

implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan

12Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 71-
78.
13Suggono, Hukum dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 23.
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tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan  tidak

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkansebelumnya.

4. Faktor Penghambat ImplementasiKebijakan

Menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis

A.Gun, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor

penghambat, yaitu:14

1. Isikebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih

samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak

cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau

program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak

ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern

dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga,  kebijakan   yang akan diimplementasikan dapatjuga

menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangatberarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan

implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena

kekurangan- kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber

daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana

dan tenagamanusia.

2. Informasi.

14Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 97-
99.
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Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para

pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi

yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan

perannya dengan baik.Informasi ini justru tidak ada, misalnya

akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila

pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk

pelaksanaan kebijakan tersebut.15

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan

mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata

lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga

apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan

pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

15Ibid, 149 – 153.
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B. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima merupakan Subyek hukum yaitu orang yang

mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum, yang berhak,

berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum adalah

perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai

subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian

dan sebagainya. Sedangkan sebagai Obyek hukum adalah segala sesuatu

yang berguna bagi subyek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang

dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat

dikuasai oleh subyek hukum.

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku

usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana

usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota

fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau

swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Penataan PKL adalah

upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi

binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan

penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial,

estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan,

dan sesuai dengan perundang-undangan. Pemberdayaan PKL adalah upaya

yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dunia usaha dan
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masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha dan

pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan

berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.16

2. Fungsi Hukum

Secara garis besar fungsi hukum dapat dikelompokkan dalam 3 tahap:

1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

3. Sebagai sarana penggerak pembangunan

3. Latar Belakang adanya PKL

Dengan adanya peraturan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam

UUD 1945, hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara

Hukum. Fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan

yang pelik dan juga sudah merupakan permasalahan nasional, karena

disetiap kota pasti ada pedagang kaki limanya. Pedagang kaki lima muncul

karena:

1. Adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan

yang tidak merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) ini. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung

16Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32

jawab di dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan

bidang perekonomian

2. PKL ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan

bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam

berproduksi. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai tanggung

jawab dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

3. Adanya watak atau mental para birokrat kita yang korup. Sudah

adanya dana baik itu dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (RAPBN), Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD), atau bantuan dari negara-negara maju

didalam menuntaskan masalah kemiskinan tersebut tapi dana itu

banyak yang tidak jelas penggunaannya, banyak terjadi

penyimpangan-penyimpangan yang penggunaannya hanya

memperkaya para birokrat saja.

Jadi PKL ini merupakan salah satu imbas dari semakin banyaknya

jumlah rakyat miskin di Indonesia. Mereka berdagang karena tidak ada

pilihan lain, mereka tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai,

tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik, dan tidak adanya

lapangan pekerjaan yang tersedia buat mereka. Sehingga untuk memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya ia harus

berdagang di kaki lima.
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Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan

kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan

usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti terotoar,

pinggirpinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang

menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan

sarana atau perlangkapanyang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan

mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Adapun landasan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yaitu:

1. Perlindungan Hukum bagi Pedagang Kaki Lima

a. Pasal 27 ayat (2) UUD 45:  “Tiap-tiap warga Negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

b. Pasal 11 UU nomor 39/199 mengenai Hak Asasi Manusia: “setiap

orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk  tumbuh

dan berkembang secara layak.”

c. Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia:

1) “Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan

kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

2) “Setiap orang berhak dengan bebas memilih  pekerjaan  yang

disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan

yang adil.”



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34

d. Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil: “Pemerintah

menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan

menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan

untuk:

1) Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian

lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi

pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang

wajar bagi pedagang kaki lima , serta lokasi lainnya.

2) memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

2. Hak-hak PKL ketika Dilakukan Pembongkaran

Di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai

HAM, berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi “setiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi; keluarga; kehormatan; martabat; dan

harta benda yang dibawah kekuasaannya , serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

b. Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi “setiap orang berhak

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang.”
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c. Pasal 28 I ayat (4) UUD 45, berbunyi “perlindungan; pemajuan;

penegakan; dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung

jawab Negara terutama pemerintah.

d. Pasal 36 ayat (2) berbunyi “tidak seorang pun boleh dirampas hak

miliknya dengan sewenang-wenang.”

e. Pasal 37 ayat (1) berbunyi “pencabutan hak milik atas sesuatu

benda demi kepentingan umum; hanya dapat diperbolehkan

dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera diperbolehkan

dengan mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksanaannya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

f. Pasal 37 ayat (2) berbunyi “apabila ada sesuatu benda berdasarkan

ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan

atau tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanya maupun

untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti

kerugian.

g. Pasal 40 berbunyi “setiap orang berhak untuk bertempat tinggal

serta berkehidupan yang layak.17

Penyebaran PKL dalam melakukan kegiatan usahanya terbagi

menjadi dua bentuk, yaitu:18

17 Noniaxio. “Pedagang Kaki Lima”, http://Noniaxio.blogspot.co.id/2010/05/pedagang-
kaki-lima/(Rabu, 07 September 2016, 08.20),
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1. Berbentuk linier

Pertumbuhan atau penyebaran PKL memanjang  sepanjang

jalur utama, sehingga mereka menggelar dagangan di atas trotoar

atau di pinggir-pinggir jalan sehingga mengganggu pergerakan

dari masyarakat.

2. Berbentuk aglomerasi

PKL menggelar dagangannya secara mengelompok dan terpusat

di suatu kawasan tertentu atau suatu kegiatan tertentu.

3. PKL Sebagai Salah Satu Sektor Informal

Krisis moneter yang melanda di tahun 1997-1998 ternyata lebih

berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor formal yang biasa

menggunakan modal besar dan bervaluta asing, tetapi bagi usaha

kecil yang lebih bersifat informal krisis moneter tidak

mempengaruhi perkembangannya, justru pertumbuhannya

semakin meningkat.19 Karena sektor  informal relatif mudah

untuk dimasuki oleh pelaku usaha yang baru, dan mempunyai

peran  dalam meminimalkan  dampak sosial dari krisis ekonomi,

khususnya  dalam persoalan penyerapan tenaga kerja. Dari

gambaran di atas dapat diketahui bahwa sektor informal adalah

18 Aproudicki, D.S.  Tugas Akhir Departemen Teknik Planologi : Kajian Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Bandung (Studi Kasus
Simpang Dago). (Bandung: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB, 2002), 55.
19Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian (Jakarta: Edisi Ketiga. LP3ES, 2002), 114.
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pertumbuhan ekonomi yang berasal dari masyarakat bawah, bisa

juga disebut dengan ekonomi rakyat. Kegiatan yang digeluti oleh

masyarakat, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder, yaitu  masyarakat sebagai

produsen barang tertentu;

b. Kegiatan-kegiatan tersier, yaitu lebih kearah jasa penyewaan;

c. Kegiatan-kegiatan distribusi, yaitu sebagai perantara produsen dan

konsumen, biasanya diperankan oleh para pedagang.

d. Kegiatan-kegiatan jasa selain distributor.

Di antara kegiatan yang disebutkan di atas, kegiatan yang dominan

dipilih masyarakat adalah kegiatan distribusi, yaitu sebagai penyalur barang

dari produsen kepada konsumen, dan bersifat informal karena tidak

memiliki badan hukum yang jelas sehingga kehadiran sektor informal oleh

pemerintah tidak diakui sebagai penggerak perekonomian masyarakat, tetapi

lebih dianggap sebagai ancaman bagi penataan ruang. Meski kehadirannya

dianggap melanggar, para PKL dikenakan retribusi yang menyebabkan

mereka merasa dilegalisasi sehingga pertumbuhan perdagangan menjadi

pesat. Umumnya PKL tidak mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah,

modal yang dikeluarkan diperoleh dari meminjam sanak family atau orang-

orang terdekat.

Pemerintah memandang sektor informal hanya sebagai ancaman yang

harus ditertibkan bukan sebagai sektor penggerak ekonomi, maka terjadi
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kesalahan presepsi dalam memandang sektor informal, sehingga

pendekatkan yang diterapkan pun tidak menyentuh akar permasalahan.

Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah dalam pertumbuhan sektor

informal, dengan cara menjamin serta mengatur perkembangan mekanisme

pasar dan melindungi dari ancaman monopoli perusahaan besar yang

bersifat formal. Oleh karena itu, pemerintah mempertimbangkan lagi

keberadaan sektor informal, jika keberadaan sektor informal mampu

diberdayakan dengan baik, bisa menjadi potensi daerah dalam mengurangi

angka pengangguran.

3. Karakteristik Umum Pedagang Kaki Lima

Secara garis besar karakteristik PKL,20 digambarkan sebagai berikut:

1. Informalitas.

Sebagian besar PKL bekerja diluar kerangka legal dan

pengaturan yang ada, maka keberadaan mereka pun tak diakui oleh

pemerintah setempat.

2. Mobilitas.

Aspek informalitas dari PKL juga membawa konsekuensi

tiadanya jaminan keberlangsungan aktifitas yang dijalani, sehingga

usaha ini  merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan

ditinggalkan. Apabila terdapat peluang maka dengan banyak pelaku

20Ismawan, Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah (Solo: Pondok Edukasi, 2002), 63.
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yang turut serta, sebaliknya apabila terjadi perubahan peluang ke

arah negatif pelakunya akan berkurang.

3. Kemandirian.

Umumnya para pedagang mencari modal sendiri tanpa

mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lembaga keuangan lokal

dengan berbagai peraturan dan prinsip keberhati-hatian membatasi

kemungkinan berhubungan dengan para PKL, karena tiadanya

jaminan yang dimiliki mereka.

4. Hubungan dengan sektor formal.

Meskipun kehadiran mereka tidak diakui, namun peranan

mereka dalam membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi

dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen.

Sedangkan menurut BPS, karakteristik sektor informal sebagai berikut:

1. Mandiri.

Pada umumnya usaha yang dilakukan tanpa ada bantuan dari

pekerja/buruh, artinya dikerjakan langsung oleh pemimpin

perusahaan.

2. Modal.

Modal yang dikeluarkan dalam melakukan usaha berasal dari

milik sendiri.

3. Waktu.
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Rata-rata waktu kerja sektor informal dalam sehari, paling lama

adalah 9 jam.

4. Pinjaman.

Dalam menjalankan usaha mayoritas, mereka tidak

memanfaatkan bantuan pinjaman pemerintah ataupun bank lokal.

Tetapi mencari pinjaman lainnya, yang berasal dari keluarga atau

kerabat terdekat.

Beberapa alasan, mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari

pemerintah adalah ketidak tahuan  adanya bantuan, ketidak tahuan dalam

prosedur pengajuan atau penerimaan bantuan dan penolakan proposal dari

lembaga yang bersangkutan.

Kegiatan ekonomi informal perkotaan kehadirannya membawa

beberapa permasalahan bagi perkotaan di antaranya, yaitu

- Penyalahgunaan penggunaan peruntukan ruang publik.

- Munculnya ancaman keamanan lingkungan.

- Terabaikannya kebersihan lokasi sektor informal.

- Adanya eksplotiasi anak-anak usia sekolah.

- Terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sektor informal dan sektor

formal.

- Rentannya pemerasan oleh pihak-pihak tertentu karena ketiadaan

perlindungan hukum.
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- Munculnya setoran ilegal (pungutan liar) yang mesti dibayarkan kepada

pihak tertentu di luar setoran resmi.

Masalah dan keuntungan yang muncul dari kehadiran PKL bagi perkotaan,

yaitu:

Tabel 1. Masalah dan Keuntungan Kehadiran PKL

Masalah Keuntungan

Mengganggu kegiatan perkotaan

lainnya sehingga menimbulkan

kesemrawutan.

Mampu menyediakan lapangan kerja

sehingga mampu menyerap tenaga

kerja.

Tidak tertatanya dengan baik

dikarenakan tidak tersentuh oleh

hukum.

Menyediakan barang yang murah bagi

masyarakat.

Sulit di prediksi pertumbuhannya

sehingga sulit untuk ditata.
Bisa menjadi cikal bakal sektor formal.

Dewanto dalam skripsinya menjelaskan masalah-masalah yang

ditimbulkan oleh PKL, yaitu :21

a. Menurunkan Kualitas fisik suatu kawasan tertentu karena tidak

tertata,

b. Mengganggu sirkulasi pergerakan masyarakat,

21Thomas R Dye, Understanding Public Policy, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), 45.
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c. Menimbulkan kesan kumuh,

d. Terganggunya lahan parkir karena di gunakan sebagai lahan usaha

oleh PKL,

e. Penggunaan trotoar sesuai fungsi peruntukannya,

f. Kehadiran PKL menimbulkan sampah yang tidak sedikit setiap

harinya.

4. Pengertian Relokasi PKL

Kehadiran PKL di suatu kota pada dasarnya tidak direncanakan

sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata

dengan rapi. Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul

gagasan relokasi. Relokasi yaitu suatu upaya menempatkan kembali

suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya.

RamdhanidanHarianto menerangkan hal-hal yang menjadi

pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi PKL, yaitu :

a. Kestrategisan lokasi, yaitu konsumen mudah menjangkau lokasi usaha

PKL karena adanya aksesibilitas yang mendukung.

b. Faktor visual, memberikan kesan harmonis dan asri sehingga mudah

menarik minat konsumen,

c. Hirarki pembangunan, jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien,

d. Sewa atau penjualan  tanah/ kios  yang murah sehingga tidak

memberatkan pedagang.
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Apriyantomemberikan tambahan bahwa lokasi untuk relokasi PKL:22

1. Memperhatikan faktor lokasi dan permintaan barang.

2. Mempunyai akses masuk kedalam pasar yang memadai, minimal 2

jalan untuk akses masuk dan akses keluar.

3. Dekat dengan terminal atau stasiun kereta sehingga memudahkan

pergerakan konsumen dan pedagang.

4. Prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Seperti drainase,

listrik, gas, air bersih dan tempat pembuangan sampah (TPS).

Dapat disimpulkan relokasi adalah usaha memindahkan PKL dari lokasi

yang tidak sesuai ke sebuah lokasi yang dinilai layak menampung pedagang

dengan memperhatikan semua aspek. Khususnya aspek ketertiban,

keindahan dan kebersihan.

5. Faktor yang Menyebabkan Pedagang Memilih Lokasi untuk Usaha

Tujuan utama dari kegiatan perdagangan adalah untuk menjual barang

dagangan dengan mendapatkan keuntungan. Umumnya kegiatan

perdagangan dilakukan ditempat-tempat yang mudah dijangkau oleh

konsumen. Begitu pula dengan kegiatan perdagangan PKL yang menjual

dagangan di lokasi-lokasi yang ramai, untuk memperoleh keuntungan

ekonomi. Sasaran penjualan produk PKL ditujukan kepada masyarakat dari

golongan ekonomi menengah ke bawah, sehingga harga yang ditawarkan

relatif murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di pertokoan.

22 Ibid, 56.
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Haryeti dan Ardhiansyah menerangkan terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi lokasi kegiatan dagang PKL, yaitu :23

- Faktor Keramaian Lokasi.

- Kemungkinan konsumen berbelanja tinggi.

- Kenyamanan dan keamanan

Lokasi dagang PKL yang dianggap aman dan nyaman, yaitu lokasi

yang bebas dari ancaman yang mengganggu. Seperti penertiban atau

gangguan dari preman-preman.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Penulis tertarik mengambil judul penelitian “Implementasi Kebijakan

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Program

Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Pinang”, dengan merujuk

kajian terdahulu sebagai berikut:

1. Ellisa Maulina, 2012, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa

Timur, dengan judul skripsi “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI

PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN SIDOARJO (Studi

Relokasi PKL Alun–alun ke GOR Delta Sidoarjo)” yang menunjukkan hasil

bahwasannya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Cq.

UPTD Alun-alun dan di GOR Delta Sidoarjo menyebutkan bahwa

23Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2012), 124.
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Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Sidoarjo Cq. UPTD Alun-alun Sidoarjo beserta Instansi-instansi

terkait lainnya telah melaksanakan kebijakan relokasi terhadap Pedagang

Kaki Lima Alun-alun Sidoarjo dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1)

Pendataan Awal Relokasi PKL yaitu dalam pendataan awal PKL Alun-alun

Sidoarjo telah terimplementasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan

rencana karena terpenuhi dari segi staf/petugas dilapangan yang juga

berkompeten dalam bidangnya, serta adanya kerjasama yang baik dari pihak

pedagang. 2) Proses Relokasi yaitu untuk proses relokasi PKL Alun-alun

Sidoarjo telah terlaksana dengan cukup baik dan sesuai dengan ketetapan

dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun kekurangan dalam hal

penyediaan sarana dan prasarana berupa tenda. 3) Penepatan Relokasi PKL

yaitu penetapan relokasi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

yaitu di GOR Delta Sidoarjo. Pengaturan lahan, pembagian tenda dan waktu

berjualan berdasarkan kesepakatan bersama dan semuanya dapat berjalan

sesuai rencana, namun belum maksimal dikarenakan belum ada pembinaan

lebih lanjut dari Dinas/Instansi terkait.24

2. Ramdhani Bondan Puspitasari, 2013, Program Studi Ilmu Administrasi

Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah

dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGATURAN DAN

24 Ellisa, Maulina. Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di
Kabupaten Sidoarjo (Studi Relokasi PKL Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo). 2012. (Di
Akses Pada tanggal 07 September 2016).
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PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PROGRAM

RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SIDORAJO”

yang menunjukkan hasil bahwasannya berdasarkan data yang diperoleh

menunjukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana dalam

implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL program relokasi

PKL kurang maksimal, hal tersebut dapat ditunjukan dengan kelemahan

komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan seperti :

1. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas terhadap

program, ini dapat dilihat dari frekuensi yang dilakukan masih terlalu

sedikit sehingga kelompok sasaran tidak terlalu tahu tentang maksud

dan tujuan dari program relokasi PKL ini.

2. Dalam pelaksanaan sosialisasi, komunikasi yang dilakukan tidak bisa dua

arah dikarenakan bahasa yang digunakan petugas banyak yang tidak

dapat dipahami oleh penerima program.

3. Kurang beragamnya media yang digunakan dalam sosialisasi sehingga

komunikasi tidak bisa berjalan dengan lancar sehingga isi program

tidak bisa diterima oleh sasaran.

4. Tingkat pemahaman pesan yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal

penerima program sehingga program benar-benar dimengerti oleh

kelompok sasaran.
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Diketahui bahwa tingkat kesadaran pedagang dalam pelaksanaan

implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan PKL program relokasi

PKL belum maksimal, hal ini ditunjukan dengan :

1. Kesadaran para pedagang untuk menerima program relokasi masih

kurang, karena program terhambat dalam pelaksanaannya.

2. Dalam hal keinginan untuk mensukseskan program masih sedikit jumlah

orang yang mendukung pelaksanaan program ini, hal ini terjadi karena

pendekatan yang digunakan petugas kurang sesuai dengan

kondisi/keadaan dilapangan.

3. Dalam penanganan masalah petugas masih kurang baik sehingga

masayarakat merasa tidak puas terhadap kinerja yang dilakukan oleh

petugas, sehingga banyak masalah yang dialami oleh penerima program

tidak diungkapkan kepada petugas.

Kenyataannya pun menunjukan bahwa implementasi kebijakan program

relokasi PKL di Kecamatan Sidoarjo kurang optimal ini terkait karena :

1. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas tentang

masalah relokasi secara mendalam, ini dapat diketahui dari hanya

perangkat kecamatan yang sering melakukan sosialisasi dan petugas

yang berwenang lainnya belum bertindak secara maksimal.

2. Dalam pembentukan kesadaran pedagang untuk menyamakan persepsi

kearah yang dikehendaki kurang berhasil yaitu dapat dilihat dari
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dukungan pedagang terhadap program yang masih rendah. Usaha untuk

meningkatkan partisipasi dengan cara menumbuhkan kesadaran akan

kebutuhan dan perlunya perubahan dari dalam masyarakat dengan

memberikan pendidikan dalam arti yang luas.

3. Penerima program banyak yang menolak untuk menempati lokasi baru

yang sudah disediakan oleh pemerintah dikarenakan lokasi baru

tempatnya kurang didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai

sehingga mampu membuat para pedagang nyaman dan betah untuk

berdagang ditempat baru.

4. Diperlukan suatu evaluasi dan monitoring secara terprogram dan dalam

rentang waktu yang tidak lama. Walaupun sudah dilakukan evaluasi dan

monitoring tetap saja ketidaktepatan sasaran tetap terjadi, ini

dikarenakan kurang maksimalnya evaluasi dan monitoring yang

dilakukan oleh petugas.25

Persamaan antara penulis dengan kedua penelitian terdahulu yaitu

sasaran objek penelitiannya sama-samadalam program relokasi pedagang

kaki lima dikabupaten sidoarjo. Adapun perbedaan antara penulis dengan

penelitian terdahulu, Ellisa Maulina, bahwasannya tempat relokasi berbeda

sehingga sasaran penelitian berbeda, Ellisa Maulina di GOR Delta Sidoarjo

25 Ramadhani Bondan Puspitasari, Implementasi Kebijakan Pengaturan dan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dalam Program Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten
Sidoarjo (Studi Kasus di Alun-alun Sidoarjo), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
(Studi Kasus di Alun-alun Kecamatan Sidoarjo). (Diakses Pada Tanggal 19 September
2016)



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49

sedangkan penulis di Taman Pinang. Perbedaan antara penulis dengan

penelitian terdahulu Ramdhani Bondan Puspitasari adalah kebijakan

pemerintah yang digunakan berbeda, Ramadhani menggunakan kebijakan

pengaturan dan pembinaan PKL dalam program relokasi PKL di Kabupaten

Sidoarjo sedangkan penulis penulis menggunakan kebijakan penataan dan

pemberdayaan PKL di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan pemerintah yang

digunakan untuk dasar hukumnya berbeda, Ramadhani menggunakan Perda

No 5 Tahun 2007 dan Perda No 6 Tahun 2009 sedangkan penulis

menggunakan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah

Kab. Sidoarjo N0. 3 tahun 2016.

Baik Ellisa maupun Ramadhani kebijakan Pemerintah sudah

terimplementasi namun belum maksimal sedangkan penulis kebijakan

Pemerintah tidak dapat terimplementasikan karena adanya masalah pada

tempat atau lahan yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima di Taman

Pinang Indah masih ilegal.


